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KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGA
TATA KERJA BADAN PENGELO!

Menimbang :

Mengingat

a.

BUPATI BELU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

NISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
A KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KABUPATEN BELU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELU,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang
efektif dan efisien guna meningkatkan  kinerja
Pemerintahan dan Pelayanan Publik pada Badan Pengelola
Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu, perlu
dilakukan Penyederhanaan Struktur Perangkat Daerah
melalui Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam

Jabatan Fungsional;

b. bahwa penyederhanaan struktur organisasi di Kabupaten
Belu telah memperoleh rekomendasi Menteri Dalam Negeri
melalui Surat Nomor : 061/4244/0TDA tanggal 29 Juni
2021 Hal : Pertimbangan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan
Dan Aset Daerah Kabupaten Belu;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentan
.Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wila a}%
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat gan
Nusa '!‘cnggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lemba
Negara Republik Indonesia Nomor 1655); o

2. Undang-Undang Nomor 23
Pemerin_tahan Daerah (Lemb:l:i};lurll\]cggfri: Riergg%%
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tamgahl
Lemba::an Negara Republik Indonesia I(Iomor 558;1'-n
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakh')’
dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 20212ra/



Menetapkan :

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
nesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
ndonesia Nomor 6757);

tentang
Pusat Dan
Republik Indo
Lembaran Negara Republik 1

n Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

3. Peratura )
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 5016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888),

telah - diubah  dengan Peraturan
Pemerintah  Nomor 72 ‘Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

sebagaimana

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Daerah Provinsi Dan
Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2016 Nomor 07
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 104;
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Dacrah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 140);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSU

s NA
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJ?
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN BELU.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Dacrah adalah Kabupaten Belu.
Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah K
Bupati adalah Bupati Belu.
Sekretaris Daerah adalah Sekr
Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Dan
Belu.

6. Kepala Badan adalah Kep

Kabupaten Belu.
7. Jabatan Administrasi adalah sckelompok jabatan yang berisi fungsi dan

tugas berkaitan dengan pelayanan  publik  serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

9. Pcjabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang
menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

10. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional adalah
pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui
penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang setara.

abupaten Belu.

ctaris Dacrah Kabupaten Belu.
Asct Daerah Kabupaten

o e

ala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah

BAB 11
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang
menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah, dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Dacrah.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Badan terdiri dari :
a. kepala badan;
b. sekretariat terdiri atas :
1. sub bagian umum dan kepegawaian;
c. bidang anggaran, membawahi :

1. sub bidang anggaran II; dan
2. sub bidang anggaran III;
d. bidang perbendaharaan dan kas daerah, membawabhi :

1. sub bidang pelayanan gaji; dan
2. sub bidang pengolahan kas;
e. bidang akuntansi, membawahi :

1. sub bidang pengendalian dan pertan .
daerah; dan ggungjawaban keuangan

2. sub bidang, evaluasi dan tindak lanjut kerugian daerah dan
negara;



f. bidang penilaian aset daerah, membawahi :

1. sub bidang pengamanan; dan
2. sub bidang inventarisasi;
g. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran [ Peraturan Bupati ini.
BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 4

(1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi
penunjang keuangan dan asct.dacrah yang menjadi kewenangan dacrah.

(2) Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Badan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
fungsinya.

(3) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 3 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
dan Lampiran Il dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan sebagai i

gaimana dimaksud
dalam l?asal 3 ayfit (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
m : dalam P
terdiri a.tas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagia csi?a;arsri
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

2) Setiap Kelompok Jabatan ngsion ecbagaimana dimaksud pada aya
o (1), dipimpin oleh secorang Ft\:n'\; ssnl izr ang ditunj 1k lS :
3 aga § 1 i
ol Rl . yang ditunjuk oleh Bupati atas

(3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagai i
' agaimana dimaksud
(1), d;tentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerj:u agadgiazlat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. / & catur




(1

2)

@3

(4)

(1)

(2

Pasal 7

Selain kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit organisasi jabatan administrasi
dengan ruang lingkup tugas dan fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki

kesesuaian dengan jabatan fungsional yang merupakan unil_ organisasi
yang karakteristik tugas dan fungsinya baik bersifat teknis maupun
administratif bersesuaian dan/atau dapat dilaksanakan oleh jabatan

fungsional tertentu.

Unit organisasi jabatan administrasi dengan ruang lingkup tugas dan
fungsi pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian (Icngflr] jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) .tcrdlrl atas sub
koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan
tugas penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pcma_nlauan
dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada
masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas :

sub koordinator substansi program, data dan evaluasi,

. sub koordinator substansi keuangan;

sub koordinator substansi anggaran i;

. sub koordinator substansi penyediaan dokumen pencairan dana non
gajy;

. sub koordinator substansi akuntasi dan laporan keuangan daerah; dan
sub koordinator substansi analisis kebutuhan.

oo gp

-0

Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB V
TATA KERJA
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan
sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-
masing.

Setiap pemimpin satuan organisasi dalam lingkungan Badan :

a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan; dan

b. wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat administrasi yang telah
disetarakan ke dalam jabatan fungsional hanya melaksanakan tugas
tambahan, dan melaksanakan tugas pokok apabila telah dilaksanakan

penyesuaian  sistem kCrJa oleh organisasi perangkat daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
‘Pasal 10
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Belu Nomor
75 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Belu

(Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun 2019 Nomor 78) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturgn
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belu. 52

Ditetapkan di Atambua

D .- tanggal 17 Oktober 2022

Diundangkan di Atambua

pada -.:.: al 17 Oktober 2022
\‘\109‘“ K40
S "' % RAH KABUPATEN BELU, d‘

&

SEKRETAR:A
v/‘\ f
:~ ANDES PRIHATIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELU TAHUN 2022 NOMOR 71. ﬂ,/
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LAMPIRAN 1l PERATURAN BUPATI BELU
NOMOR : 71 TAHUN 2022
TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

A. Kepala Badan

Tugas :
membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan
aset daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Fungsi :
1. penyusunan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan
teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
fungsinya.

B. Sekretaris

Tugas :

membantu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam
melaksanakan penyusunan perencanaan dan pelaporan, umum dan
kepegawaian serta keuangan dan aset, dan memberikan pelayanan
administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

Fungsi :

1. pengelolaan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan
kearsipan organisasi perangkat dacrah;

2. mengoord:na51kan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan organisasi
perangkat daerah;

3. pelaksanaan monitoring anggaran, koordinasi penyusunan dan
penyampaian laporan keuangan organisasi perangkat daerah;

4. pelaksanaan pencatatan dan inyentarisasi barang milik daerah pada
organisasi perangkat daerah;



pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang
milik daerah;

pelaksanaan koordinasi penyclenggaraan tugas-tugas bidang;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

fungsinya.

Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Tugas :

1. melakukan penyusunan rencana dan anggaran subbagian umum
merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
berdasarkan langkah-langkah operasional kesekretariatan dan hasil
evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk
menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas;

2. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja

bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mengolah data pelaksanaa reformasi birokrasi di

lingkungan dinas berdasarkan rencana kerja pokja area perubahan

reformasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan reformasi
birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik;

4. mengontrol pengumpulan dan pelaporan data dalam rangka
penyusunan daftar urut kepangkatan, pengusulan kartu pegawai,
kartu istri/kartu suami, asuransi kesehatan dan Taspen agar
tersedia data usulan yang valid;

5. menyusun dan/atau mengoreksi bahan usul kenaikan pangkat dan
kenaikan gaji berkala pegawai sesuai periode yang telah ditetapkan
agar tepat waktu;

6. * mempersiapkan administrasi pelaksanaan sumpah dan pelantikan
jabatan struktural, usul pengangkatan dalam jabatan struktural,
pensiun, cuti dan model C pegawai serta penetapan angka kredit
pejabat fungsional dan sasaran kerja pegawai agar tercipta tertib
administrasi kepegawaian;

7. mengontrol dan merekapitulasi daftar hadir pegawai sesuai data
absensi harian agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai;

8. melakukan penyusunan dan pengusulan kebutuhan diklat pegawai
baik diklat struktural, teknis maupun fungsional agar pengusulan
tepat waktu dan dijadikan sebagai data masukan kebutuhan diklat
lebih lanjut;

9. melaksanakan kegiatan pengelolaan naskah dinas yang masuk dan
keluar agar terarah dan terkendali;

10. melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dinamis meliputi
pengelolaan arsip aktif, pengelolaan arsip vital dan pengelolaan arsip
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inaktil sepuluh tahun ke bawah agar terselenggaranya pengelolaan
kearsipan yang baik;

11. melaksanakan kegiatan urusan rumah tangge dalam menata
maupun membersihkan ruangan agar terasa nyaman dan sehat
dalam melaksanakan tugas,

12. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perlengkapan kantor
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

13. mengontrol dan melaksanakan kegiatan pengamanan kantor pada
jam dinas maupun diluar jam dinas agar terjamin keamanan sarana
dan prasarana gedung/kantor;

14. memberikan layanan humas kepada instansi/pihak terkait secara
transparan dan akurat untuk mendukung pelaksanaan tugas;

15. melaporkan hasil pelaksanaan umum dan kepegawaian berdasarkan
rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan bagi
atasan;

16. melakukan konsultasi pclaksanaan kegiatan dengan unit/instanasi
atau lembaga terkait untuk mendapatkan masukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

17. membimbing bawahan dalam melaksanakan disiplin sesuai
ketentuan yang berlaku agar terciptanya pegawai negeri sipil yang
handal, professional, beretika dan bermoral; dan

18. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
tugasnya.

C. Kepala Bidang Anggaran

Tugas :

memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan bidang anggaran melalui kegiatan sub bidang
anggatan I, sub bidang anggaran I, dan kegiatan sub bidang anggaran III,
serta kegiatan evaluasi dan pendokumentasian kegiatan bidang berdasarkan

ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang
anggaran yang akuntabel.

Fungsi :

1. merumuskan rencana strategis badan pengelola keuangan dan aset
daerah melalui kegiatan bidang anggaran yang meliputi kegiatan sub

bidang anggaran 1, sub bidang anggaran 1l dan kegiatan sub bidang

anggaran I, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah

daerah Kabupaten dan kebijakan pimpinan daerah serta masukan dari

komponen masyarakat umum untuk dipakai sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam

pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing- ﬂ-/

=
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10.

12,

13.

14,

masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari rencana
yang telah ditetapkan;

memeriksa dan menilai hasil kerja stafl serta memberikan saran, arahan
dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secara lisan dan
tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan penyimpangan
dari rencana dan target sasaran yang telah ditetapkan;

merumuskan rencana kinerja tahunan berdasarkan perencanaan
strategis (Renstra) badan pengelola keuangan dan asct daerah dalam
kegiatan bidang anggaran yang meliputi kegiatan sub bidang anggaran I,
sub bidang anggaran-Il dan kegiatan sub bidang anggaran [II, serta
masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan scbagai pedoman
pelaksanaan tugas;

merumuskan dan menetapkan pencapaian standar operasional
prosedur, bidang anggaran yang merupakan urusan pilihan daerah
secara tepat pada penetapan kinerja badan, untuk meningkatkan
kualitas kinerja;

merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan, prosedur
kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan padabidang anggaran
yang meliputi kegiatan sub bidang anggaran I, sub bidang anggaran I
dan kegiatan sub bidang anggaran IIl, untuk dipakai sebagai pedoman
dasar kcfja dalam melancarkan pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan prosedur penyusunan
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, untuk digunakan sebagai pedoman
kerja;

melaksanakan penyiapan bahan perumusan prosedur penyusunan
rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten
perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk digunakan
sebagai pedoman kerja;

melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan
ariggaran, untuk melancarkan pelaksanaan tugas;

melaksanakan pengendalian penyusunan anggaran, agar tetap sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan

bidang, untuk masukan bagi pimpinan dalam melaksanakan tindak
lanjut kegiatan di bidang anggaran;

melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam
melakukan pembinaan, agar terwujudnya keterpaduan pembinaan
dalam meningkatkan kapasitas penyusun anggaran;

mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi baik
didalam maupun diluar daecrah sesuai petunjuk atasan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta

maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
penyelesaian masalah;



15. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan,
laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan

yang telah  dilakukan dengan pendokumentasiannya untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

16. pclaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya.

triwulan serta

a. Kepala Sub Bidang Anggaran Il

Tugas :

memimpin, merencanakan  opcrasional, mengendalikan  dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran melalui kegiatan
sub bidang anggaran 1l, dan kegiatan evaluasi serta

pendokumentasian kegiatan sub bidang anggaran II, berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan
sub bidang anggarani yang akuntabel.

Fungsi :

1. merumuskan rencana strategis badan pengelola keuangan dan
aset daerah melalui kegiatan bidang anggaran yang meliputi
kegiatan sub bidang anggaran |II, berdasarkan rencana
pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dan kebijakan
pimpinan daerah serta masukan dari komponen masyarakat
umum untuk dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi badan;

2. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari
rencana yang telah ditetapkan;

3. memeriksa dan menilai hasil kerja staf serta memberikan saran,
arahan dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secara
lisan dan tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan
penyimpangan  dari rencana dan target sasaran yang telah
ditetapkan;

4. merumuskan rencana kinerja tahunan berdasarkan perencanaan
strategis (Renstra) badan pengelola keuangan dan aset daerah
dalam kegiatan bidang anggaran yang meliputi kegiatan sub
bidang anggaran II, serta masukan dari komponen masyarakat
untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5. merumuskan dan menetapkan pencapaian standar pelayanan
operasional, sub bidang anggaran Il yang merupakan urusan
pilihan daerah secara tepat pada penetapan kinerja badan, untuk
meningkatkan kualitas kinerja;



6. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Kebijakan Urnurmn
Perubahan Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(KUPA/PPAS) perubahan;

7. merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan,
prosedur kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan  kegiatan pada
bidang anggaran yang meliputi kegiatan sub bidang anggaran 11,
untuk dipakai sebagai pedoman dasar kerja dalam melancarkan
pelaksanaan tugas;

8. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis penyusunan anggaran pendapatan dan belanja
daerah 11 tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun
rancangan penerimaan dan belanja;

9. melaksanakan penyiapan  bahan  penyusunan kebijakan
perencanaan anggaran dacrah pada Inspektorat, Badan, Satuan
Polisi Pamong Praja dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD)
Mgr. Gabriel Manek, SVD scsuai dengan ketentuan yang berlaku,
untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan
pendapatan dan belanja dacrah;

10. melaksanakan  penyiapan bahan  penyusunan rancangan

pendapatan dan belanja daerah pada unit Inspektorat, Badan,

Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Layanan Usaha Daerah

(BLUD) Mgr. Gabriel Manek, SVD sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

rancangan pendapatan dan belanja daerah;

. melaksanakan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana

Kerja dan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

(RKA/RKPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen

Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah

(DPA/DPPA-OPD) pada Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong

Praja dan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) Mgr. Gabriel

Manek, SVD sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk

mencapai akurasi dan keterpaduan antara perencanaan dan

penganggaran sctiap organisasi perangkat daerah;

12. melaksanakan  penyiapan  bahan  pengesahan  Dokumen
Pelaksanaan  Anggaran/Dokumen  Pelaksanaan  Perubahan
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA/DPPA-OPD) pada
Inspektorat, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan
Layanan Usaha Daerah (BLUD) Mgr. Gabriel Manek, SVD sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, agar terpenuhinya persyaratan
legalitas dalam tata kelola anggaran yang akuntabel;
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13.

14

16.

17

18.

melaksanakan  evaluasi, pelaporan  dan pendokumentasian

kegiatan sub bidang anggaran 11, untuk masukan bagi pimpinan
dalam melaksanakan tindak lanjut kegiatan di bidang anggaran;

- melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait

dalam melakukan pembinaan, agar terwujudnya keterpaduan

pembinaan dalam meningkatkan tertib tata kelola anggaran yang
akuntabel;

-mengikuli pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan

tupoksi baik didalam maupun diluar daerah sesuai petunjuk
atasan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan
keputusan untuk penyelesaian masalah;

. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan

serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data
dan kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya.

Kepala Sub Bidang Anggaran III

Tugas :

memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang anggaran melalui
kegiatan sub bidang anggaran 1Il, dan kegiatan evaluasi serta
pendokumentasian kegiatan sub bidang anggaran Ill, berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan
sub bidang anggarani yang akuntabel.

Fungsi :

1. merumuskan rencana strategis badan pengelola keuangan dan
aset daerah melalui kegiatan bidang anggaran yang meliputi
kegiatan sub bidang anggaran 1ll, berdasarkan rencana
pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dan
kebijakan pimpinan daerah serta masukan dari komponen
masyarakal umum untuk dipakai sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

2. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf
dalam pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan
fungsinya masing- masing agar tidak terjadi kesalahan atau
penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan;



memeriksa dan menilai hasil kerja staf serta memberikan
saran, arahan dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan
baik secara lisan dan tertulis agar tidak terjadi kesalahan,
kekurangan dan penyimpangan dari rencana dan target
sasaran yang telah ditetapkan;

merumuskan rencana kinerja tahunan berdasarkan
perencanaan strategis (Renstra) badan pengelola keuangan dan
asel daerah dalam kegiatan bidang anggaran yang meliputi

kegiatan sub bidang, anggaran 1ll, serta masukan dari
komponen masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

merumuskan dan menetapkan pencapaian standar pelayanan

operasional, sub bidang anggaran Il yang merupakan urusan
pilihan daerah sccara tepal pada penctapan kinerja badan,
untuk meningkatkan kualitas kinerja;

koordinasi  pengalokasian  anggaran dalam penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran/Prioritas dan

_Plafon Anggaran Sementara (KUPA /PPAS) perubahan;

10.

merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan,
prosedur kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan  kegiatan
padabidang anggaran yang meliputi kegiatan sub bidang
anggaran 1Il, untuk dipakai sebagai pedoman dasar kerja
dalam melancarkan pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
perencanaan anggaran dacrah pada sekretariat daerah
kabupaten, sckretariat dewan perwakilan rakyat daerah,
kecamatan dan kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, untuk digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan
pendapatan dan belanja daerah pada Sekretariat Daerah
kabupaten, Sekrctariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
kecamatan dan kelurahan, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, untuk digunakan sebagai pedoman dalam
penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah;
melaksanakan verifikasi rencana kegiatan anggaran/rencana
kegiatan program anggaran-satuan kerja perangkat daerah dan
dokumen pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan
program anggaran-satuan kerja perangkat daerah pada
Sekretariat Daerah kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, kecamatan dan kelurahan, sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, untuk mencapai akurasi dan Q/



keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran setiap
satuan kerja perangkat dacrah;

11. melaksanakan  penyiapan  bahan  pengesahan  dokumen
pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan program
anggaran-satuan kerjn  perangkat daerah  pada  Sekretariat
Dacrah kabupaten, Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah, kecamatan dan kelurahan, sesuai dengan ketentuan
yang berlaku, agar terpenuhinya persyaratan legalitas dalam
tata kelola anggaran yang akuntabel;

12. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar harga
satuan pokok kegiatan tahun anggaran berkenan, untuk
digunakan scbagai pedoman dalam penyusunan rencana
anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah;

13. melaksanakan eyaluasi, pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan sub bidang anggaran III, untuk masukan bagi
pimpinan dalam melaksanakan tindak lanjut kegiatan di
bidang anggaran;

14. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait
dalam melakukan pembinaan, agar terwujudnya keterpaduan
pembinaan dalam meningkatkan tertib tata kelola anggaran
“yang akuntabel;

15. mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan
tupoksi baik didalam maupun diluar daerah sesuai petunjuk
atasan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
dalam pelaksanaan tugas;

16. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan
keputusan untuk penyelesaian masalah;

17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan,
triwulan serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan
sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan dengan
pendokumentasiannya untuk dipergunakan sebagai bahan
masukan atasan; dan

18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olch atasan terkait
dengan fungsinya.

D. Kepala Bidang Perbendaharaan Dan Kas Daerah

Tugas :

memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah meliputi
kegiatan kegiatan sub bidang pelayanan gaji, sub bidang penyediaan
dokumen pencairan dana non gaji serta kegiatan sub bidang pengelolaan
kas dan kegiatan pemantauan, pelaporan, evaluasi dan pendokumentasian z/
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kegintan bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar

terwujudnya pelayanan bidang perbendaharaan dan kas daerah yang cepat,
tepat dan lancar,

Fungsi :

8

10.

. merumuskan rencana Kkinerja

merumuskan rencana strategis badan pengelola keuangan dan aset
dacrah melalui kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah,
berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah  daerah
kabupaten dan kebijakan pimpinan daerah serta masukan dari
komponen masyarakat umum untuk dipakai sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

mengendalikan dan membimbing scrta mengarahkan staf dalam
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi_kesalahan atau penyimpangan dari rencana
yang telah ditetapkan;

memeriksa dan menilai hasil kerja staf serta memberikan saran, arahan
dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secara lisan dan
tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan penyimpangan
dari rencana dan target sasaran yang telah ditetapkan;

tahunan berdasarkan perencanaan
strategis badan pengelola keuangan dan aset daerah, melalui kegiatan
bidang perbendaharaan dan kas daerah, serta masukan dari komponen
masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merumuskan dan menctapkan pencapaian standar operasional
prosedur, bidang perbendaharaan dan kas daerah yang merupakan
urusan pilihan daerah sccara tepat pada penetapan kinerja badan,
untuk meningkatkan kualitas kinerja;

merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan, prosedur
kerja dan petunjuk teknis peclaksanaan kegiatan padabidang
perbendaharaan dan kas daerah meliputi kegiatan kegiatan sub bidang
pengolahan kas, sub bidang pembukuan. serta kegiatan sub bidang
pelaporan kas dan perbendaharaan, untuk dipakai sebagai pedoman
dasar kerja dalam melancarkan pelaksanaan tugas;

melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan dan
pengeluaran  kas, untuk digunakan
melaksanakan tugas;

melaksanakan pembukuan dan administrasi penerimaan dan
pengeluaran daerah yang berupa kas dan yang sctara kas, agar
terwujudnya tertib tata kelola pembukuan keuangan yang akuntabel;
melaksanakan dan mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan
pembayaran atas beban rckening kas umum daerah, agar terwujudnya
tertib tata kelola keuangan yang akuntabel;

melaksanakan pengelolaan utang piutang daerah agar penyelenggaraan
perbendaharaan dan kas A daerah berjalan lancar
ketentuan yang berlaku;

sebagai pedoman dalam

sesuai dengan

10



11,

13.

14,

15.

16.

melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan administrasi
keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran, untuk
digunakan sebagai pedoman kerjan dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi dinas;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan

bidang perbendaharaan dan kas daerah meliputi kegiatan kegiatan sub
bidang pengolahan kas, sub bidang pembukuan. serta kegiatan sub
bidang pelaporan kas dan perbendaharaan, berdasarkan ketentuan
teknis dan prosedur yang berlaku, untuk digunakan pimpinan sebagai
pedoman dalam melaksanakan tindak lanjut kebijakan pengelolaan
perbendaharaan dan kas daerah;

mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi baik
didalam maupun diluar daerah scsuai petunjuk atasan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
penyelesaian masalah;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan serta
laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan
yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pelayanan Gaji

Tugas :

memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas
dderah melalui kegiatan kegiatan sub bidang pelayanan gaji, evaluasi
dan pendokumentasian kegiatan sub bidang berdasarkan ketentuan dan

prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang
pelayanan gaji yang akuntabel.

Fungsi :
1. merumuskan rencana strategis badan pengelola keuangan dan aset
daerah melalui kegiatan sub bidang pelayanan gaji, berdasarkan
rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupatendan
kebijakan pimpinandaerah serta masukan dari komponen
masyarakat umum untuk dipakai sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

2. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam

pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing- ﬂ/
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<2

8.

9.

- melaksanakan penyiapan bahan penyusuna;

masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari rencana
nas
yang telah ditetapkan;

memeriksa dan menilai hasil kerja stafl serta memberikan saran,

arahan dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secarg
lisan dan tertulis agar tidak terjadi kesal
penyimpangan
ditetapkan;
merumuskan rencana kincrja tahunan berdasarkan perencanaan
strategisbadan pengelola keuangan dan aset daerah dalam kegiatan
sub bidang pelayanan gaji, serta masukan darj
masyarakat untuk digunakan sebagai pedoman pelaksana
merumuskan dan menetapkan pencapaian  standar pelayanan
operasional, sub bidang pelayanan gaji yang merupakan urusan
pilihan daerah secara tepat pada penetapan kinerja badan, untuk
meningkatkan kualitas kinerja;

ahan, kekurangan dan
dari rencana dan target sasaran yang telah

komponen
an tugas;

. melaksanakan perumusan kebijakan teknis

di sub bidang pelayanan
gaji, untuk digunakan sebagai pcdoman dalam melaksanakan tugas;

n kebijakan perencanaan

anggaran daerah pada sekretariat daerah kabupaten, sekretariat

dewan perwakilan rakyat daerah, kecamatan dan kelurahan, sesuai

dengan ketentuan yang berlaku, untuk digunakan sebagai pedoman
dalam penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah;
mengatur dan mengendalikan i iti

ketentuan perundang-undang;
tertib dan dapat dipertanggungiawabkan;
menyusun dan atau mengoreksi kon
kepada atasan untuk menerbitkan s
membayar gaji, jika tagihan yang
peraturan perundang-
* sebagai bahan pertimb
melaksanakan peneli

urat penolakan surat perintah
diajukan tidak sesuaj dengan
undangan yang berlaku untuk digunakan
angan keputusan oleh atasan;
tian dokumen atau bukti penerimaan gaji
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan rekening kas umum
daerah, agar terwujudnya keterpaduan antara dokumen penerimaan
uang dengan keadaan riil kas;

10. melaksanakan penelitian  kelengkapan dokumen dan penerbitan

11. melaksanakan

surat keterangan pemberhenti
kelengkapan dokumen surat k
gaji untuk melancarkan pelak

an pembayaran gaji, agar tersedianya
eterangan pemberhentian pembayaran
sanaan tugas; )
pemeriksaan, analisis dan ‘ evalulfm
pertanggungjawaban pelayanan gaji pada satuan kerja pera;ﬁai:
daerah, untuk digunakan pimpinan sebagai pedoman

melaksanakan tindak lanjut kebijakan pengelolaan kas yang
akuntabel;



12. melaksanakan evaluasi kegintan sub bidang pelayanan gaji, untuk
mengetahui 'u-nrnpninn tarpet kegiatan dan mencari solusi dalam
mengatasi masalah;

13, mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi
baik didalam maupun diluar dacrah sesuai petunjuk atasan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam  pelaksanaan
tugas,;

14, memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik dirninta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
penyelesaian masalah;

15. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan
serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan
kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan lerkait dengan

fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pengolahan Kas

Tugas :

memimpin,  merencanakan operasional, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas
daerah melalui kegiatan kegiatan sub bidang pengolahan kas, evaluasi
dan pendokumentasian kegiatanberdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang pengolahan kas
yang akuntabel.

Fungsi :

1. merumuskan rencana strategis badan pengelola keuangan dan aset
daerah melalui kegiatan sub bidang pengolahan kas, berdasarkan
rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dan
kebijakan pimpinan daerah serta masukan dari komponen
masyarakat umum untuk dipakai sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

2. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari rencana
yang telah ditetapkan;

3. memeriksa dan menilai hasil kerja stal serta memberikan saran
arahan dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secare:
lisan dan tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan

penyimpangan  dari rencana dan target sasaran yang telah
ditetapkan;




-

9.
10. melaksanakan penyiapan

11. melaksanakan penelitian dan mem

kan rencana kinerja tahunan berdasark
mcrum’uﬂ :nstra) badan pengelola keuangan dan
slrz{lf:ul,f: L::l)."i‘l""g pengelolaan kas, serta masu
::;i:;:iakal untuk digunakan sebagai p«:dmr!nn pelaksanaan tugas;
merumuskan dan  menctapkan  pencapaian standar pelayanan
operasional, sub bidang pengelolaan kas yang merupak

an urusan
pilihan daerah secara tepat pada penetapan kinerja badan, untuk

4N perencanaan
ascl daerah dalam
kan dari komponen

meninglkatkan kualitas kinerja;

merumuskan  kebijakan, standar, norma, Kkriteria pembinaan,
prosedur kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan
padabidang perbendaharaan dan kas daerah me

cliputi kegiatan
kegiatan sub bidang pengolahan kas, untuk dipakai schagai pedoman
dasar kerja dalam melancarkan pelaksanaan tugas;
melaksariakan perumusan  kebijakan
pengolahan  kas, untuk digunakan
melaksanakan tugas;
melaksanakan penclitian dokumen atay bukti
daerah dan penatausahaan dana transfer sesuai
umum daerah, agar terwujudnya keter
penerimaan uang dengan keadaan riel kas;
melaksanakan penyusunan anggaran k
tata kelola anggaran kas yang akuntabel;

teknis  di  sub bidang
sebagai  pedoman dalam

penerimaan uang
dengan rekening kas
paduan antara dokumen

as, agar terwujudnya tertib

surat  penyediaan dana,
melaksanakan pengendalian anggaran kas;

berikan pembebanan rincian
penggunaan atas pengesahan spj gaji, untuk menyesuaikan antara
pembebanan rincian gaji dengan dokumen pengeluaran dalam
anggaran kas;

untuk

12. melaksanakan pengadministrasian

13. melaksanakan penelitian kelen

14. melaksanakan pembukuan da

15. melaksanakan

pemungutan dan pemotongan
pungutan pihak ketiga ianya data yang akurat tentang
‘ pemungutan dan pemotongan  pungutan pihak  ketiga yang
komprehensif;

gkapan dokumen dan penerbitan

surat keterangan pemberhentian pembayaran,

kelengkapan dokumen surat ket
untuk melancarkan pelaksanaa

agar tersedianya
erangan pemberhentian pembayaran
n tugas;

N pengadministrasian penerimaan dan
rupa kas dan yang setara kas dalam
terwujudnya tata kelola adminsitrasi

pengeluaran daerah yang be
bentuk buku kas, agar
keuangan yang akuntabel;
pemeriksaan, analisis dan evaluasi
pertanggungjawaban pendapatan /penerimaan kas, untuk digunakan

pimpinan sebagai pedoman dalam melaksanakan tindak lanjut
kebijakan pengelolaan kas yang akuntabel;

14



kan penyusunan dan penyediaan Ia?oran penyediaan kag

16. mcluksa'nﬂ nsi terkait, untuk penyusunan posisi kas;
dengan ms::m' rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instans;

17. melalfsﬂ":mk penyusunan posisi kas;
terkait, Ur‘]nk““ analisis pemberdayaan dan Penempatan uang daerah

18. mzll‘;:(:;‘ investasi jangka pendek untuk meningkatkan pPenerimaan
m
dai:‘i::mﬂk“" pengelolaan  utang  dan piutang daerah,

19. me ujudnya tertib tata kelola kas dacrah yang akuntabel;

20. ::l::yusu" dan mcnyc:di:lknn 'Iflpnr:m aliran kas secara periodik, agar
tersedianya data dan informasi yang akurat tentang posisi kas;

21. melaksanakan evaluasi kegiatan sub bidang, untuk mengetahui
pencapaian target kegiatan dan mencari solusi dalam mengatasi
masalah;’ s

22. mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi
baik didalam maupun diluar daerah sesuaj petunjuk atasan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan
tugas;

23. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
penyelesaian masalah;

agar

24.melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan,

tahunan, triwulan
serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan
kegiatan yang telah dilakukan dengan pcndokumcntasiannya untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
25. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya.

E. Kepala Bidang Akuntansi

Tugas :

memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi melalui kegiatan kegiatan sub
bidang akuntansi dan laporan keuangan daerah, sub bidang pengendalian
dan pertanggungjawaban keuangan daerah, dan kegiatan sub bidang
evaluasi dan tindak lanjut kerugian d

aerah dan negara, serta evaluasi dan
pendokumentasian kegiatan bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang berlaku agar terwujudnya pelayanan bidang pengolahan akuntansi
yang handal dan akuntabel.

Fungsi :
1. merumuskan rencana strategis badan pengelola keuangan dan aset

daerah melalui kegiatan bidang akuntansi meliputi sub -bid:ng P
akuntansi dan laporan keuangan daerah, sub bidang pengendalian dan
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10.

- ungjawaban keuangan dacrah, dan kegiatan sub hidang
perta g?dan tindak lanjut kerugian daerah dan negara, berdasarkan
cvnlul:; pembangunan Jjangka menengah  daerah Kabupaten dan
rcr:)f_‘:]kun pimpinan daerah serta masukan dari komponen masyarakat
I:‘:m'im untuk dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi badan; —

mengendalikan  dan  membimbing  sera mengarahkan  staf  dajam
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atay penyimpangan darj rencana
yang telah ditetapkan;

memeriksa dan menilai hasil kerja staf serta m
dan petunjuk perbaikan dan pPenyempurnaa
tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan penyimpangan
dari rencana dan target sasaran yang telah ditetapkan;

merumuskan rencana kinerja tahunan berdasarkan perencanaan
strategis badan pengelolah keuangan dan aset daerah dalam kegiatan
bidang akuntansi meliputi sub bidang akuntansi dan laporan keuangan
daerah, sub bidang pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan
daerah, dan kegiatan sub bidang evaluasi dan tindak lanjut kerugian

kan dari komponen masyarakat untuk
aksanaan tugas;
menetapkan

emberikan saran, arahan
n baik secara lisan dan

daerah dan negara, serta masu
digunakan sebagai pedoman pel
merumuskan dan

pencapaian  standar operasional
prosedur, bidang akuntansi yYang merupakan urusan pilihan daerah
secara tepat pada penetapan kinerj

a badan, untuk meningkatkan
kualitas kinerja;
merumuskan kebijakan, standar
kerja dan petunjuk teknis
akuntansi meliputi

» Norma, kriteria pembinaan, prosedur
pelaksanaan  kegiatan padabidang bidang
sub bidang akuntansi dan laporan keuangan
daerah, sub bidang pengendalian dan pertanggungjawaban keuangan
daerah, dan kegiatan sub bidang evaluasi dan tindak lanjut kerugian
daerah dan negara, untuk dipakai sebagai pedoman dasar kerja dalam
melancarkan pelaksanaan tugas;

melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi, untuk
digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
melaksanakan perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah,
untuk digunakan sebagai pedoman kerja dalam melancarkan tugas
pokok dan fungsi bidang; .
melaksanakan penyusunan kebijakan akuntansi dan pcdom.an teknis
penatausahaan, untuk digunakan sebagai pedoman kerja dalam
melancarkan tugas pokok dan fungsi bidang; )

melaksanakan ;gx:n;’usunan laporan keuangan pemcrmtz(ajh ke:::pa(:z:
dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran p:)r;rlaaiau sl
belanja daerah kabupaten sesuai ketentuan yang[an ng}awaban
digunakan oleh bupati dalam penyampaian pertanggu
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11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

gnggﬂﬂfn pendapatan dan I)(:Ismjn daerah K
pcr’w;xkllan, rakyat (I'm:ruh kabupaten (Im’l p:-n""r'i”""l”;'f;n kepada dewan
elaksanakan pembinaan (el L v (g ;
(t;‘:m {xperen kcl:mnggn J(;:"l'::‘l'(lms lu:ﬁnl:rusu)mun, Pl:rm:ug:;::}':;v b
ketrampilan  aparatur o TBAT meningkatnga pengetal o
i pengeloln  akuntansi dal Wit
pefatausahaan dan  penyusungy Pertanggungi am - melaksanakan
keuangan dacrah yang akuntabel; W pore
menyusun dan/ateu mengoreksi konsep ket
proscdur verifikasi  dan akuntansi i«- o
berdasarkan ketentuan peraturan yunl
pengelolaan keuangan yang akuntabel;

menyusun dan/aLaL} mengoreksi konsep kebijakan laporan keuangan
dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan o
pemerintahan  yang  menjadi tanggung jawab be urusan
mewujudkan pertanggungjawaban keuan rsa{na .
i dan men = ; gé}n yang akuntabel;
menell goreksi data realisasi pendapatan, belanja dan
pembiayaan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk bahan
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
mengor(?ksi dan memaraf laporan pelaksanaan keuangan baik bulanan
triwulan dan semester scrta naskah dinas lainnya yang bcrkaitar;
dengan tugas bagian akuntansi dan verifikasi sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
sebagai bahan evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun berjalan;
melakukan konsolidasi laporan keuangan dari satuan kerja perangkat
daerah pengelola dana anggaran pendapatan dan belanja daerah
meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan
catatan atas Laporan Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
menyempurnakan dan memaraf hasil reviuw inspektorat atas laporan
keuangan pemerintah kabupaten sesuai ketentuan yang berlaku dan
disampaikan kepada koordinator pengelola keuangan daerah untuk
selanjutnya diserahkan kepada bupati dalam rangka pemeriksaan oleh
badan pemeriksa keuangan;
menyempurnakan dan memaraf laporan keuangan pemerintah daerah
berdasarkan hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan untuk
disampaikan kepada koordinator pengelola keuangan daerah;
melaksanakan evaluasi kegiatan bidang akuntansi, untuk mengetahui
pencapaign target kegiatan dan mencari solusi dalam mengatasi
masalah;

melaksanakan koordinasi dengan lembaga .
melakukan pembinaan akuntasi, agar terwujudnya keterpaduan
dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengelola

ijakan serta sistern dan
uangan daerah  kabupaten
& berlaku agar terciptanya

dan instansi terkait dalam

pembinaan
akuntansi;

1



21.

22.

23.

24.

mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi
baik didalam maupun diluar dacrah sesuai petunjuk atasan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
penyelesaian masalah;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan serta
laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan
kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya untuk
dipergunakan scbagai bahan masukan atasan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya.

Kepala Sub Bidang Pcng.cndnlian Dan Pertanggungjawaban Keuangan
Daerah

Tugas :

memimpin, merencanakan  operasional, mengendalikan  dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi melalui kegiatan
kegiatan sub bidang pengendalian dan, pertanggungjawaban keuangan
daerah, serta evaluasi dan pendokumentasian kegiatan bidang
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya
pelayanan sub bidang yang handal dan akuntabel.

Fungsi :

1. merumuskan rencana strategis badan pengelola keuangan dan
aset daerah melalui kegiatan sub bidang pengendalian dan,
pertanggungjawaban keuangan daerah, berdasarkan rencana
pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten dan kebijakan

- pimpinandaerah serta masukan dari komponen masyarakat umum
untuk dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi badan;

2. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari
rencana yang telah ditetapkan;

3. memeriksa dan menilai hasil kerja staf serta memberikan saran,
arahan dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secara
lisan, dan tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan
penyimpangan dari rencana dan target sasaran yang telah
ditetapkan;

4. merumuskan rencana kinerja tahunan berdasarkan perencanaan
strategis badan pengelola keuangan dan aset daerah
dalamkegiatan sub bidang pengendalian dan, pertanggungjawaban

18
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10.

11.

12.

13.

14.

keuangan dacrah, serta masukan dari
untuk digunakan sebagai pedoman pelaksa
merumuskan dan menetapkan pencapai
operasional, sub bidang pengendalian dq
keuangan daerah yang merupakan urusa
tepat pada penetapan kinerja badan, unty
kinerja;

merumuskan kebijakan, standar, norma,
proscdfjr kerja dan pc:l.unJuk teknis pelaksanaan kegiatan pada
sub bidang pcng(':ndu]l'un (Inn,' pertanggungjawaban keuangan
dacrah, untuk dipakai scbagai pedoman dasar kerja  dalam
melancarkan pelaksanaan tugas;

mc!aquan . verifikasi  dan  peneliitian  atas  bukti-bukt
pertanggungjawaban. keuangan yang dilampirkan sesuai
ketentuan dna prosedur yang berlaku untuk memperoleh
kesesuaian realisasi;

melakukan pengujian dan penelitian saldo kas yang ada pada spj
sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperoleh
kebenaran perhitungan;

melakukan kegiatan pembandingan realisasi Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) dengan realisasi surat pertanggungjawaban
terkait sisa kas yang ada pada satuan kerja perangkat daerah
berdasarkan data realisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
dan surat pertanggungjawaban untuk digunakan sebagai bahan
pelaporan keuangan selanjutnya;

memberikan  bimbingan kepada bendahara terkait cara
mengerjakan buku kas umum dan perhitungan pajak sesuai
dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan
tugas bendahara tertib dan lancar;

menandatangani surat keterangan surat pertanggungjawaban
berdasarkan data surat pertanggungjawabansatuan kerja
perangkat daerah untuk digunakan sebagai salah satu syarat
satuan Kkerja perangkat daerah untuk mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU);
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan laporan realisasi
anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan
operasional, laporan arus kas, laporan perubahan equitas dan
catatan atas keuangan pemerintah daerah, agar terwujudnya
pertanggungjawaban keuangan secara transparan dan akuntabel;
melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan
daerah, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
penyusun laporan keuangan daerah;

melaksanakan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah,
untuk meningkatkan pendapatan daerah;

komponen masyarakat
naan tugas;

an  standar pelayanan
N, pertanggungjawaban
n pilihan daerah secara

k meningkatkan kualitas

kriteria pembinaan,
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15. melaksanakan evaluasi kegiatan sub bidang pengendalian dan,
pcrlunp,g'unginwulmn keuangan  daerah, untuk mengetahui
pencapaian target kegiatan dan mencari solusi dalam mengatasi
masalah;

16. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait
dalam melakukan pembinnan, agar terwujudnya keterpaduan
pembinaan dalam meningkatkan kapasitas aparatur  pengelola
akuntansi;

17. mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan
tupoksi baik didalam maupun diluar daerah sesuai petunjuk
atasan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
pelaksanaan tugas;

18. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan
keputusan untuk penyelesaian masalah;

19. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan
serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data
dan kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya
untuk dipergunakan scbagai bahan masukan atasan; dan

20. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

fungsinya.

Kepala Sub Bidang Evaluasi Dan Tindak Lanjut Kerugian Daerah Dan
Negara

Tugas :
memimpin, merencanakan  operasional, mengendalikan dan
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi melalui kegiatan
sub bidang evaluasi dan tindak lanjut kerugian daerah dan negara,
sertakegiatan evaluasi dan pendokumentasian kegiatansub bidang
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya
pelayanan sub bidang yang handal dan akuntabel.

Fungsi :

1. merumuskan rencana strategis badan pengclola keuangan dan
aset daerah melalui kegiatan sub bidang evaluasi dan tindak lanjut
kerugian daerah dan ncgara, berdasarkan rencana pembangunan
jangka menengah dacrah Kabupaten dan kebijakan pimpinan
daerah serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk
dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi badan;

2. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari
rencana yang telah ditetapkan;

20



10.

11

12.

memeriksa dan menilai hasi ketja
arahan dan petunjuk perbaikapn ;lm‘
lisan dan tertulis agar tidak {e
penyimpangan dati rencana
ditetapkan; Sasaran yang tejan
mcrum'uskm» rencana kinerja tahunan ""—"“Hmk;,

strategis badan pengelola keuangan dan  pgey "Perencanaan
kegiatan sub bidang evaluasi dan tindaj lm,jt"' A dacr’ah dalam
dan negara, serta masukan dari komponen ma:‘r'ugmn daerah
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas:; Yarakat unyl
merumuskan dan menetapkan pencapaian s,tandaf )
prosedur, sub bidang evaluasi dan tindak lanjut kery f?f)eram,nm
dan Negara yang merupakan urusan pilihan daerah zz:r:a:a}:
p?da';?enctapan kinerja badan, untuk meningkatkan kuali?:g
kinerja;

memmuskan'kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan
prosedur kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiata;;
padasub bidang evaluasi dan tindak lanjut kerugian daerah dan
negara, untuk dipakai sebagai pedoman dasar kerja dalam
melancarkan pelaksanaan tugas;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis
penatausahaan keuangan daerah, untuk digunakan sebagai
pedoman kerja;

mengatur pelaksanaan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut
kerugian daerah/negara melalui pengumpulan dan pengolahan
data kerugian daerah/negara dari satuan kerja perangkat daerah
sesuai ketetuan dan prosedur yang berlaku agar pelaksanaan
tugas efektif dan efisien.

mengatur pengkoordinasian kegiatan evaluasi dan tindak lanjut
kerugian daerah/negara melalui penyiapan data rapat majelis tim
penuntut-tuntutan ganti rugi kabupaten;

melakukan koordinasi dan fasilitasi teknisdengan instansi/unit
terkaitmengenai data-datatemuan dari masing-masing pegawai
Negeri Sipil/oknum yang telah menyalahgunakan keuangan/asset
daerah dan Negara melalui penyiapan data-datakerugian
daerah/negara, data hasil tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan
dan rapat majelis tim penuntut-tuntutan ganti rugikabupaten
agar terwujudnya sinkronisasi dan integrasi dalam pelaksanaan
tugas;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan neraca, untuk
digunakan sebagai acuan;

melaksanakan penyiapan bahan pemberian peringatan/teguran
atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
fungsional, agar terwujudnya tertib tata kelola keuangan yang
akuntabel; a,}r

1 pen em ,
. . 5 ;,u
rjadi kl:!lnluhnn
dan targey

'
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13. melaksanakan penyiapan |
apz »ahan penyelesaian r
tuntutan .p'crbcnduhnrnun dan tuntutan ganti rugi '?:u;ﬂasalazﬂﬂ
barang milik daerah, untul menggant e

o i kerugian negara;
14. melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait
dalam melakukan pembinaan, agar terwujudnya keterpaduan

pembinaan dalam meningkatkan kapasi
: sitas aparatur
akuntansi; p pé pengelola

15. mengikuti pertemuan dan
tupoksi baik didalam m
atasan untuk meningkatk
pelaksanaan tugas;

pelatihan  yang  berkaitan dengan

aupun diluar daerah sesuai petunjuk

an ‘pengetahuan dan ketrampilan dalam

16. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik

diminta maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan

keputusan untuk penyelesaian masalah;

17. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan
serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data
dan kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya.

F. Kepala Bidang Penilaian Aset Daerah

Tugas :

memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah melalui kegiatan sub bidang
analisis kebutuhan, sub bidang pengamanan, dan kegiatan sub bidang
inventarisasi, serta kegiatan evaluasi dan pendokumentasian kegiatan
bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya
pelayanan bidang aset daerah yang akurat dan akuntabel.

Fungsi :

1.

merumuskan rencana strategis badan pengelola kcuangan dan aset
daerah melalui kegiatan bidang aset daerah melalui kegiatan sub
bidéng analisis kebutuhan, sub bidang pengamanan, dan kegiatan sub
bidang inventarisasi, berdasarkan rencana pembangunan jangka
menengah daerah Kabupaten dan kebijakan pimpinan daerah serta
masukan dari komponen masyarakat umum untuk dipakai sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan. staf da.lam
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsmya~ masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari rencana

yang telah ditetapkan;

22



10.

L1.

12.

13.

14.

memeriksa dan menilai hasil kerja giaf serta
dan petunjuk perbaikan dan penyem
tertulis agar tidak tetjadi kesalahan, ke .
mcmm})skun rencana  kinerja  tahunan berdasarkan perencanaan
strategis badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam kegi
pbidang aset daerah melalui kegiatan sub bidang analisis krbu:::'::
sub bidang pcrlgamannn, dan kegiatan sub bidang inven:nri,;gui' nem;
masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

merum.uskan .da.n menetapkan  pencapaian  standar pelayanan
operasional, di bidang aset daerahyang merupakan urusan pilihan
daerah secara tepat pada penetapan kinerja
meningkatkan kualitas kinerja;

merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan, prosedur
kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan padabidang aset
daerah melalui kegiatan sub bidang analisis kebutuhan, sub bidang
pengamanan, dan kegiatan sub bidang inventarisasi, untuk dipakai
sebagai pedoman dasar kerja dalam melancarkan pelaksanaan tugas;
melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan
barang milik daerah, agar terwujudnya tertib tata kelola barang milik
daerah secara akurat dan akuntabel;

menyelenggarakan penatausahaan dan penghapusan barang milik
daerah, agar terwujudnya tertib tata kelola barang milik daerah secara
akurat dan akuntabel;

melaksanakan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan
pengendalian barang milik daerah, agar terwujudnya tertib tata kelola
barang milik daerah secara akurat dan akuntabel;

melaksanakan penyimpanan, distribusi, perawatan dan pemeliharaan
barang milik daerah, agar terwujudnya tertib tata kelola barang milik
duerah secara akurat dan akuntabel;

melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan
bidang aset daerah, untuk masukan bagi pimpinan dalam
melaksanakan tindak lanjut pengelolaan kegiatan di bidang aset
daerah;

melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam
melakukan pembinaan, agar terwujudnya keterpaduan pembinaan
dalam meningkatkan tertib tata kelola aset daerah yang akurat dan
akuntabel;

mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi
baik didalam maupun diluar daerah sesuai petunjuk atasan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan fugas;
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan i
penyelesaian masalah;

memberikan saran, arahan
purnaan baik secara lisan dan

badan, untuk

23



15.

melaporkan hasil pelaksanaag t

s buls
japoran tugas  kedinasan wnan, tahu

nan, triwulan sertq

laing
Yo berdagy
: o P than o ;
kegiatan yang telah 'drlnknkm, dengan pendotkur 'lln?mr data  dan
dipcrgunukun sebagai bahan masukan Sacan; & nemasiontiys  untk

’ A b s dar
pclnknnnnnn fungsi lain vang diberikan nh‘} '1

5 . N alay

fungsinya. 0 terkait dengan

Kepala Sub Bidang Pengamanan

Tugas :

mennmpiny merencanakan operasional,  mengendalikan  dan

mer}gevaluaSl pe!aksanaan kegiatan bidang aset daerah melalui

kegiatan sub 'bkdang. Pengamanan, dan kegiatan evaluasi dan
pendokumentasian kegiatan sub bidang berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang
pengamanan yang akurat dan akuntabel.

Fungsi :

1 mez'umuskan rencana strategis badan pengelola keuangan dan
aset daerah melalui kegiatan bidang aset daerah melalui kegiatan
sub bidang pengamanan, berdasarkan rencana pembangunan
jangka menengah daerah Kabupaten dan kebijakan pimpinan
daerah serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk
dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi badan;

2. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari
rencana yang telah ditetapkan;

3. memeriksa dan menilai hasil kerja staf serta memberikan saran,
arahan dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secara
lisan dan tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan
penyimpangan  dari rencana dan target sasaran yang telah
ditetapkan;

4, merumuskan rencana kinerja tahunan berdasarkan perencanaan
strategis badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam
kegiatan bidang aset daerah melalui kegiatan sub bidang
pengamanan, dan masukan dari komponen masyarakat untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5. merumuskan dan menetapkan pencapaian standar operasional
prosedur, di sub bidang pengamanan, yang merupakan urusan
pilihan daerah secara tepat pada penetapan kinerja badan, untuk
meningkatkan kualitas kinerja;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

merumuskan  kebijakan,

slandar, norma,
prosedur kerja dan

kriteria pembinaan,

petunjuk  teknis pelaksanaan kegiatan
padabidang aset daerah melq)yi kegiatan sub bidang pengamanan,
untuk dipakai sebagai pedoman dasar kerja dalam melancarkan
pelaksanaan tugas;
melaksanakan  penpamanan barang  milik daerah, agar
terpeliharanya barang milik daerah secara baik;
melaksanakan pengawasan dan pengendalian  aset pemerintah
daerah, untuk mengeleminir terjadinya  kehilangan  atau
kerusakan;
melaksanakan

penyimpanan barang milik daerah,
mengeleminir terjadinya kehilangan atau kerusakan;
melaksanakan penyaluran barang milik daerah sesuai dengan

ketentuan yang ada, agar terpenuhinya kebutuhan barang milik
daerah secara akurat;

melaksanakan perawat

untuk

an dan pemeliharan barang inventaris,
untuk mengeleminir terjadinya kehilangan atau kerusakan;
melaksanakan  penertiban

penggunaan, pemanfaatan dan
pemindahtanganan b

arang milik daerah, demi terwujudnya tertib
tata kelola barang milik dacrah yang akuntabel;

melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan sub bidang pengamanan barang milik daerah, untuk
masukan bagi pimpinan dalam melaksanakan tindak
pengelolaan kegiatan di bidang asct daerah;

melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait
dalam melakukan pembinaan, agar terwujudnya keterpaduan
pembinaan dalam meningkatkan tertib tata kelola barang milik
daerah yang akurat dan akuntabel;

mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan
tupoksi baik didalam maupun diluar daerah sesuai petunjuk

atasan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
pelaksanaan tugas;

lanjut

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
diminta maupun tidak diminta dalam
keputusan untuk penyelesaian masalah;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan
serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data
dan kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya.

rangka pengambilan



Kepala Sub Bidang Inventarigag;

Tugas :
memimpin, merencanakan i

i perasional,  mengendalikan  dan
mengevaluasi  pelaksanaan kegiatan ’ 3

; . bidang aset daerah  melalui
kegiatan sub  bidang inventarisag; d kegis i

ndcleumentasien ke 81, dan  kegiatan evaluasi dan
pe cglatan sub bidang berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaky agar

e terwujudnya pelayanan sub  bidan
inventarisasi yang akurat dan akuntabe] il ‘

Fungsi:
1. merumuskan rencana strate

gis badan pengelola keuangan dan
aset daerah melaluj kegiatan pengl g

: ; bidang aset daerah melalui kegiatan
_SUb bidang 'Nventarisasi, berdasarkan rencana pembangunan
_]a.nglsa menengah  daerah kabupaten dan  kebijakan
pimpinandacrah serta masukan darj komponen masyarakat umum

untuk dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi badan;

2. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam
pel_al‘(sanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari
rencana yang telah ditetapkan;

3.

memeriksa dan menilai hasil kerja staf serta memberikan saran,

arahan dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secara

lisan dan tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan
penyimpangan dari rencana dan target sasaran yang telah
ditetapkan,;

4. merumuskan rencana kinerja tahunan berdasarkan perencanaan
strategis (renstra) badan pengelola keuangan dan aset daerah
dalam kegiatan bidang aset daerah melalui kegiatan sub bidang

- inventarisasi, dan masukan dari komponen masyarakat untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

5. merumuskan dan menetapkan pencapaian standar operasional
prosedur, di sub bidang inventarisasi, yang merupakan urusan
pilihan daerah secara tepat pada penetapan kinerja badan, untuk
meningkatkan kualitas kinerja;

6. merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan,
prosedur kerja dan petunjuk teknis pela.ksanaax:l kegiatan
padabidang aset daerah melalui kegiatan su.b bidang inventarisasi,
untuk dipakai sebagai pedoman dasar kerja dalam melancarkan

an tugas;

7. I::?:lf:ar:akan ° penatausahaan  barang milik daerah, agar

terwujudnya tertib tata kelola barang milik daerah yang akurat dan

akuntabel;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

melaksanakan penyiapan pendataan barang
el : . ) £ 2 Ara
milik flu(_mh pada semua satyan kerja pemerintah daerah, u;{:lr‘
tersedianya bahan koordinasj pendataan barang milik daerah yang
komprehensif; '

bahan koordinasi

melaksanakan koordinasi pendatann by

semua satuan kerjn pemerintah dacrah, agar tersedianya layanan
data barang milik dacrah yang akurat dan akuntabel:
melaksanakan koordinasi pengawasan penghapusan barang milik

daerah, agar terwujudnya tertib tata kelola barang milik daerah
yang akurat dan akuntabel:;

melaksanakan koordinasi
daerah, agar terwujudnya
yang akurat dan akuntabel;

melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah

sesuai ketentuan yang berlaku, agar terwujudnya tertib tata kelola
barang milik daerah yang akurat dan akuntabel;

melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian
kegiatan sub bidang inventarisasi barang milik daerah, untuk
masukan bagi pimpinan dalam melaksanakan tindak lanjut
pengelolaan kegiatan di bidang aset daerah;

melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait
dalam melakukan pembinaan, agar terwujudnya keterpaduan
pembinaan inventarisasibarang milik daerah dalam meningkatkan
tertib tata kelola barang milik daerah yang akurat dan akuntabel;
mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan
tupoksi baik didalam maupun diluar daerah sesuai petunjuk
atasan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam
pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik
diminta maupun tidak diminta dalam
keputusan untuk penyelesaian masalah;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan
serta laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data
dan kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya
untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya. (/1

rang milik daerah pada

penertiban  penghapusan barang milik
tertib tata kelola barang milik daerah

rangka pengambilan
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LAMPIRAN 11l PERATURAN BUPATI BELU

NOMOR

¢ 71 TAHUN 2022

TANGGAL : 17 OKTOBER 2022

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL

A.  Sub Koordinator Substansi Program, Data Dan Evaluasi

Tugas :

1.

memeriksa  dan melaksanakan hasil penyusunan  dan penjabaran
program berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tersusunnya
program dan kegiatan yang akomodatif;

menghimpun dan mengolah serta menganalisis data dari masing-

masing unit kerja di lingkungan dinas agar tersedia database dan

statistik dinas sesuai kebutuhan;
menyusun laporan kinerja dan laporan dinas lainnya scsuai target

kinerja atau hasil kerja sebagai bahan masukan bagi atasan;

mengevaluasi program dan kegiatan secsuai target kinerja sehingga
dapat menjadi bahan masukan program dan kegiatan tahun
berikutnya; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

.

B. Sub Koordinator Substansi Kcuangan

Tugas :

1.

merencanakan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan langkah-
langkah operasional kesekretariatan dan hasil evaluasi tahun
sebelumnya serta sumber data yang ada untuk menjadi pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan
agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;

memeriksa hasil penyusunan rencana anggaran pendapatan dan
belanja dinas termasuk gaji pegawai negeri sipil dan tunjangan lainnya

agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel; ﬂ/




4. meneliti dan mengkaji anggaran penerimaan dan pend

. apatan sesgs)
rencana agar terwujudnya pencapaian pene

rimaan sesuaj target;

5 melakukan verifikasi  dan  rekonsilingg anggaran penerimaan  dan

pengeluaran  dinas  sesuai dengan  data kevangan yang ada agar

terwujud pengelolaan keuangan Yang akuntabel me

dan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait;

lalui rekonsilias:

6. melakukan pencatatan  asel  sesuai  pembelajasn dinas —

penyusunan laporan neraca dinas;

7. menyusun laporan keuangan setinp bulan dan tahunan agar tersedia
data pcrtunggunujuwnlmn keuangan yang akurat,

8. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan keuangan berdasarkan rencana
kerja sebagai bahan pertanggungjiawaban dan masukan bagi atasan,

g. melakukan konsultasi pclaksanaan kegiatan dengan unit/instansi atau
lembaga terkait untuk mendapatkan asukan dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

10. membimbing bawahan dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan
yang berlaku agar terciptanya pegawai negeri sipil yang handal,
professional, beretika dan bermoral; dan

11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

tugasnya.

Sub Koordinator Substansi Anggaran |

Tugas :

memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan bidang anggaran melalui kegiatan sub bidang
anggaran [, dan kegiatan evaluasi serta pendokumentasian kegiatan sub
bidang anggaran I, berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar
terwujudnya pelayanan sub bidang anggarani yang akuntabel.

Fungsi :

1. merumuskan rencana strategis badan pengelola keuangan dan aset
daerah melalui kegiatan bidang anggaran yang meliputi kegiatan sub
bidang anggaran 1, berdasarkan rencana pembangunan jangka
menengah daerah Kabupaten dan kebijakan pimpinan daerah serta
masukan dari komponen masyarakal umum untuk dipakai sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;



10.

1

—

12.

mcngcndu]iknn dan membimbing serta mengarah
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok
masing agar tidak terjadi kesalahan atau pen
yang telah ditetapkan;
memeriksa dan menilai hasil kerja stal serta membe
dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik S
tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan da‘n . !ls:m dan
dari rencana dan target m;(snmn yang telah ditetapkan; Penyimpangan
erumuskan rencana inerja  tahunan  berdasar
::mlcgis badan pengelola keuangan dan aset flar:rnl;r?la,::’;':cuﬁaan
bidang anggaran yang meliputi kegiatan sub bidang anggaran ;.'malan
masukan dari komponen masyarakat  untuk digunakan ‘;:nf
pedoman pelaksanaan tugas; rroagal
koordinasi - pengalokasian anggaran dalam penyusunan Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Kebijakan Umum
Perubahan Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(KUPA/PPAS) perubahan;
merumuskan dan menetapkan pencapaian standar pelayanan
operasignal, sub bidang anggaran [ yang merupakan urusan pilihan
daerah secara tepat pada penetapan kinerja badan, untuk
meningkatkan kualitas kinerja;
merumuskan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan, prosedur
kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan padabidang anggaran
yang meliputi kegiatan sub bidang anggaran I, untuk dipakai sebagai
pedoman dasar kerja dalam melancarkan pelaksanaan tugas;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan perencanaan
anggaran daerah pada dinas dacrah, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana
kegiatan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rancangan pendapatan
dan belanja daerah pada dinas daerah, untuk kelancaran pelaksanaan

d kan  staf dalam
an fungsinyg -

. ing.
Yimpangan dari rene

ana

rikan saran, arahan

tugas;

melaksanakan verfikasi rencana kegaiatan anggaran/rencana kegiatan
pelaksanaan anggaran-satuan kerja perangkat dacrah dan dokumen
pelaksanaan anggaran/dokumen pelaksanaan program anggaran-
satuan kerja perangkat daerah pada dinas daerah, agar ada
keterpaduan antara rencana kegiatan dengan penganggarannya;

. menyiapkan bahan pengesahan dokumen pelaksanaan

anggaran/dokumen pelaksanaan program anggaran-satuan kerja
perangkat daerah pada dinas daerah, agar terpenuhinya persyaratan
legalitas dalam tata kelola anggaran yang akuntabel;

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar harga satuan
pokok, untuk digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana
anggaran belanja satuan kerja perangkat daerah; Q/YL
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17.

18.

. melaksanakan

. melaksanakan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub

bidang anggaran F un!ukl masukan  bagi pimpinan
melaksanakan tindak lanjut kegintan di bidang anggaran,
koordinasi dengan lembaga dan instans terkait dalam
melakukan pembinaan, Agar terwujudnya  keterpaduan pembinaan
dalam meningkatkan tertib tata kelola anggaran yang akuntabel:

dalam

.mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi

baik didalam maupun diluar dacrah sesuai petunjuk atasan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas;

. memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta

maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
penyelesaian masalah;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan serta
laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan
kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

fungsinya.

Sub Koordinator Substansi Penyediaan Dokumen Pencairan Dana Non Gaji

Tugas :

memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah melalui
kegiatan kegiatan sub bidang penyediaan dokumen pencairan dana non
gaji, evaluasi dan pendokumentasian kegiatansub bidang penyediaan
dokumen pencairan dana non gaji berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang yang akuntabel.

Fungsi :

1.

merumuskan rencana strategis melalui kegiatan sub bidang penyediaan
dokumen pencairan dana non gaji, berdasarkan rencana pembangunan
jangka menengah daerah kabupaten dan kebijakan pimpinan daerah
serta masukan dari komponen masyarakat umum untuk dipakai
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;
mengendalikan dan membimbing scrta mengarahkan staf dalam
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari rencana
yang telah ditetapkan;

memeriksa dan menilai hasil kerja staf serta memberikan saran, arahan
dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secara lisan dan
tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan penyimpangan
dari rencana dan target sasaran yang telah ditetapkan;



10.

11.

12.

13.

14.

merumuskan rencana kineria
strategis dalam kegiatan subJ bi(lt::gm;,z: l::rdasarkan pcrencanflan
1 yediaan dokumen pencairan
dfzna non gaji, serta masukan dari komponen masyarakat untuk
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; "
merumuskan dar‘l menetapkan pcncapéian standar pelayanan
operasional, sub bidang penyediaan dokumen pencairan dana non gaji
yelmg .mcrupakun urusan pilihan daerah secara tepat pada penetapan
kinerja badan, untuk meningkatkan kualitas kinerja;
mc:"umuskan kebijakan, standar, norma, kriteria pembinaan, prosedur
kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan padabidang
perbendaharaan dan kas daerah meliputi kegiatan sub bidang
penyediaan dokumen pencairan dana non gaji, untuk dipakai sebagai
pedoman dasar kerja dalam melancarkan pelaksanaan tugas;
melaksanakan perumusan kebijakan teknis di sub bidang penyediaan
dokumen pencairan dana non gaji, untuk digunakan sebagai pedoman
dalam melaksanakan tugas;
melaksanakan register atas surat perintah membayar dan surat
permohonan pembayaran dana belanja non gaji satuan kerja
pemerintah daerah, untuk digunakan sebagai bukti dalam penyusunan
pengeluaran anggaran non gaji satuan kerja pemerintah daerah yang
akuntabel;
melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran non gaji dan meneliti
dokumen surat perintah membayar dana non gaji, agar terwujudnya
tertib tata kelola anggaran satuan kerja pemerintah daerah secara
transparan;
melaksanakan proses penerbitan surat permohonan pembayaran dana
non gaji dan daftar pengantar surat permohonan pembayaran dana non
gaji, untuk kelancaran pencairan dana non gaji belanja satuan kerja
pemerintah daerah;
melaksanakan penelitian dan pemberian pembebanan rincian
penggunaan dana non gaji atas pengesahan surat pertanggungjawaban
dana non gaji, untuk mengeleminir kesalahan administrasi dalam
pembuatan surat pertanggungjawaban dana non gaji;
melaksanakan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan surat
permohonan pembayaran dana non gaji dengan satuan kerja
pemerintah daerah dan instansi terkait, untuk pengendalian kas; o
melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan reahsafl
pengeluaran kas sesuai surat permohonan pembayaran dana non gaji,
agar terwujudnya keterpaduan antara dokumen surat permohonan

ana non gaji dengan keadaan riil kas;

an d
pembayar n instansi terkait dalam

melaksanakan koordinasi dengan lembaga da: :
melakukan pembinaan, agar terwujudnya yterpaduan pembinaan

dalam meningkatkan kapasitas bendahara;



15. melaksanakan  evaluasi kegiatan  gub bidang, untuk hui
pencapaian  target kegiatan  dan mencari snll'lsi dalammrcnr::iﬂ'a “!
masalah; p—

16. mengikuti pertemuan dan pelatih
baik didalam maupun diluar dae
meningkatkan pengetahuan dan ke

17. memberikan saran dan pertimban
maupun tidak diminta dalam ran
penyelesaian masalah;

18. melaporkan hasil pelaksanaan tugas

an yang berkaitan dengan tupoksi
rah scsuai petunjuk atasan untuk
trampilan dalam pelaksanaan tugas;
gan kepada pimpinan baik diminta
gka pengambilan keputusan untuk

bulanan, tahunan, triwulan serta
lap9ran tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan
kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan
fungsinya.

Sub Koordinator Substansi Akuntansi Dan Laporan Keuangan Daerah

Tugas :

memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan bidang akuntansi melalui kegiatan kegiatan sub
bidang akuntansi dan laporan keuangan daerah, serta evaluasi serta
pendokumentasian kegiatan bidang berdasarkan ketentuan dan prosedur

yang berlaku agar terwujudnya pelayanan sub bidang yang handal dan
akuntabel.

Fungsi :

1. merumuskan rencana strategis badan pengelola kcuangan dan aset
daerah melalui kegiatan sub bidang akuntansi dan laporan keuangan
daerah, berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah
kabupaten dan kebijakan pimpinan daerah serta masukan dari
komponen masyarakat umum untuk dipakai sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

2. mengendalikan dan membimbing serta mengarahkan staf dalam
pelaksanaan kegiatan menurut tugas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari rencana
yang telah ditetapkan;

3. memeriksa dan menilai hasil kerja staf serta memberikan saran, arahan
dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secara lisan dan
tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan penyimpangan
dari rencana dan target sasaran yang telah ditetapkan;

4, merumuskan rencana kinerja tahunan berdasarkan perencanaan
strategis badan pengelola keuangan dan aset daerah dalamkegiatan sub
bidang akuntansi dan laporan keuangan daerah, serta masukan dari g/
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6.

10.

11.

12,

13.

14.

komponen masyarakat untuk digunakan scbagai pedoman pelaksanaan
tugas;

merumuskan dan menetapkan  pencapaian standar
prosedur, sub bidang akuntansi dan l4

merupakan urusan pilihan dacrah secars
badan, untuk meningkatkan kualitas kinerja;
merumuskan kebijakan, standar, norma

kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan  padasub bidang
akuntansi dan laporan  keuangan dacrah, untuk dipakai sebagai
pedoman dasar kerja dalam melancarkan pelaksanaan tugas;
melaksanakan penyiapan  bahan penyusunan  petunjuk
penatausahaan keuangan daerah,
kerja;

operasional
1poran keuangan daerahyang
1 tepat pada penetapan kinerja

1, kriteria pembinaan, prosedur

teknis
untuk digunakan sebagai pedoman

melaksanakan sistem akuntansi meliputi scrangkaian prosedur mulaj
dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan baik dilakukan
secara manual maupun menggunakan aplikasi teknologi informasi agar
pengelolaan keuangan tertib, transparan dapat dipertanggungjawabkan;
menyusun dan/atau atau mengoreksi konsep laporan keuangan daerah
yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan sesuai ketentuan dan prosedur yang
berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawabkan;
memberikan bimbingan, pendampingan dan jasa konsultasi kepada
pejabat pembuat komitmen, bendahara pengeluaran, bendahara
penerimaan dan bendahara barang satuan kerja perangkat daerah
tentang proses penyusunan laporan keuangan satuan kerja perangkat
daerah dan tata cara pertanggunjawababan pelaksanaan keuangan
agar pelaksanaan tugas efektif dan efisien;

melakukan rekonsiliasi antara bidang verifikasi akuntansi, bidang
perbendaharaan, bendahara umum daerah, bidang aset dan satuan
kerja perangkat daerah tentang tatakelola keuangan dan barang daerah
terkait dengan penyusunan laporan keuangan satuan kerja perangkat
daerah dan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah agar
terwujudnya sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas;
menandatangani surat keterangansurat pertanggungjawaban sebagai
salah satu syarat satuan kerja perangkat daerah untuk mengajukan
Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) sesuai
standar dan prosedur yang berlaku akar terwujudnya ketertiban dan
kelancaran pengelolaan keuangan unit;

melaksanakan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada
dinas daerah, untuk mencapai keterpaduan antara penggunaan
anggaran dalam pembiayaan kegiatan dinas daerah;

melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional
pada dinas daerah, agar tcrwujucya keterpaduan isi laporan
pertanggungjawaban secara akurat;
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15.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

.melaksanakan penyiapan bahan pemberian

aka ‘nyiap:
melaksan !.n penyiapan bahan
pcrmnggungjnwulmn anggaran Pendapata Penyusunan lapors
kabupaten pada dinas daerah, opar 'l'rm-d: dan belanjq dm‘m:
. Shedianya bap,
akurat dalam penyusunan laporar ahan gey,
! pertanggn g an yang
ngja

pendapatan dan belanja daerah kabupate

. s S 1 pada ¢
. melaksanakan rekonsiliasi laporan k"lmnyjm pﬂl;m:d"’""‘h'

. i T rﬂ i
terwujudnya  keterpaduan s laporan pettan '"?as daerah, agar
akural; Peungiawabep, secara
. menyiapkan bahan penyusunan neraca, untuk
bahan acuan; S sebagai
.melaksanakan pembinaan teknis penatausah

i aan keuang; ’
agar meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan 4 :;'(,gn daerah,
penatausahaan keuangan dacrah; paratur pelaku

pcringamn/gegu,-an atas
aporan pertanggungjawaban fungsional
\ a kelola kegiatan di bidang akuntansi:
melaksanakan penyiapan bahan penyelesaian permasalahan tun'tuta
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang mili:
daerah, untuk mcnggar?ti/mcngcmbalikan kerugian negara/daerah;
melaksanakan evaluasi kegiatan sub bidang akuntansi dan laporan
keuangan daerah, untuk mengetahui pencapaian target kegiatan dan
mencari solusi dalam mengatasi masalah;

melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam
melakukan pembinaan, agar terwujudnya keterpaduan pembinaan
dalam meningkatkan kapasitas aparatur pengelola akuntansi;
mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi
baik didalam maupun diluar daerah sesuai petunjuk atasan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
penyelesaian masalah;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan serta
laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan
kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

keterlambatan penyampaian |
untuk mewujudkan tertib tat

fungsinya.

Sub Koordinator Substansi Analisis Kebutuhan

Tugas -
memimpin, merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevafluasn
pelaksanaan kegiatan bidang aset daerah melalui kegiatan sub bifiang
analisis kebutuhan, dan kegiatan evaluasi dan pendokumentasian kegiatan
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sub bidang berda
terwujudnya pelayanan sub

ang berlaku agar

sarkan ketentuan dan prosedur Yy
kurat dan

bidang analisis kebutuhanyang a

akuntabel.

Fungsi :

1.

merumuskan rencana strategisbadan pengelola keuangan dan aset

dacrah melalui kegiatan bidang asct daerah melalui kegiatan sub
bidang analisis kebutuhan, berdasarkan rencana pembangunan jangka
menengah dacrah Kabupaten dan kebijakan pimpinan daerah serta
masukan dari komponen masyarakat umum untuk dipakai sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan;

mengendalikan dan membimbing  serta mengarahkan staf dalam
pelaksanaan kegiatan menurut tUgas pokok dan fungsinya masing-
masing agar tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan dari rencana

yang telah ditetapkan;
memeriksa dan menilai hasil kerja staf sert
dan petunjuk perbaikan dan penyempurnaan baik secar.
tertulis agar tidak terjadi kesalahan, kekurangan dan penyimpangan
dari rencana dan target sasaran yang telah ditetapkan;

merumuskan rencana kinerja tahunan berdasarkan perencanaan
strategis badan pengelola keuangan dan aset daerah dalam kegiatan
bidang aset dacrah melalui kegiatan sub bidang analisis kebutuhan,
dan masukan dari komponen masyarakat untuk digunakan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;
merumuskan dan menetapkan
operasional, di sub bidang analisis kebutuhan
pilihan daerah secara tepat pada penctapan k
meningkatkan kualitas kinerja;

merumuskan kebijakan, standar, norma, k
kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan padabidang aset

daerah melalui kegiatan sub bidang analisis kebutuhan, untuk dipakai
sebagai pedoman dasar kerja dalam melancarkan pelaksanaan tugas,

melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan
barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar
pengadaan barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan yang
telah dibuat;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan
pemeliharaan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, agar belanja pemeliharaan barang milik daerah sesuai dengan
rencana kebutuhan yang telah dibuat;
melaksanakan penyiapan bahan penyusunan daftar kebutuhan barang
milik daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar pengadaan
barang milik daerah sesuai dengan rencana kebutuhan yang telah

dibuat;

a memberikan saran, arahan
a lisan dan

pencapaian standar pelayanan
,yang merupakan urusan
inerja (PK) badan, untuk

riteria pembinaan, prosedur



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

melak‘sanakan pcnylapa.n. bahan penyusunan daftar kebutuhan
pemeliharaan barang milik dacrah, sesuai dengan kete

A . ntuan yang
berlaku, agar belanja pemeliharaan bmd sesuai de
kebutuhan yang telah dibuat; S e
";‘::Z:Z?jn:s];‘::“zinymP:;;ul::‘l;:n penyusunan analisis standar harga

an schagai pedoman dalam

penyusunanrencana anggaran dan belanja pemerintah daerah;
n-.xelﬂksanakn‘:rf evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub
bidang analisis kebutuhan barang milik daerah, untuk masukan bagi
pimpinan dalam melaksanakan tindak lanjut pengelolaan kegiatan di
bidang aset dacrah;
melaksanakan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam
melakukan pembinaan, agar terwujudnya keterpaduan pembinaan
dalam meningkatkan tertib tata kelola barang milik daerah yang akurat
dan akuntabel; )
mengikuti pertemuan dan pelatihan yang berkaitan dengan tupoksi
baik didalam maupun diluar daerah sesuai petunjuk atasan untuk
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik diminta
maupun tidak diminta dalam rangka pengambilan keputusan untuk
penyelésaian masalah;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas bulanan, tahunan, triwulan serta
laporan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan
kegiatan yang telah dilakukan dengan pendokumentasiannya untuk
dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan

fungsinya.
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